Sistem dan integrasi

TAP 4 antar sistem data

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di tingkat Pusat dan Prov/Kab
lokasi SKALA mengacu pada data, khususnya data terkait kebutuhan kelompok
rentan, yang valid, termutakhir, dan bersumber dari data yang dibagi-pakaikan

Pemprov/Pemda lokasi SKALA telah
memanfaatkan SIPD-RI untuk
perencanaan dan penganggaran

Pemerintah Pusat dan Pemprov/
Pemda lokasi SKALA memanfaatkan
sistem pengelolaan data yang
terintegrasi (telah dibagi-pakaikan)

- Pemerintah pusat telah
' mengintegrasikan sistem pengelolaan
data dan telah beroperasi
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F:::rfn - Pemerintah pusat telah melakukan uji Pemerintah Pusat dan Pemprov/ Pemprov/Pemda lokasi SKALA
' coba integrasi sistem pengelolaan data Pemda lokasi SKALA memiliki memiliki kapasitas penggunaan SIPD
atau uji coba bagi pakai data kapasitas untuk menggunakan sistem- untuk menyusun perencanaan dan
sistem yang terintegrasi dan datanya penganggaran
dibagi-pakaikan
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